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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis 

menarik kesimpulan yakni penerapan restorative justice berdasarkan 

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam perkara kecelakaan 

lalu lintas yang menyebabkan kematian belum mengatur secara 

menyeluruh terkait pengecualian tindak pidana karena kelalaian dari 

syarat-syarat perkara yang ditentukan untuk restorative justice, dalam 

pasal 5 ayat (4) hanya menyatakan terkait pengecualian dari syarat-

syarat dalam pasal 5 ayat (1) mengenai pelaksanaan restorative justice, 

sehingga belum ada kejelasan dalam hal batasan, prosedur, dan teknis 

terhadap peraturan tersebut apabila penyelesaian perkara kecelakaan 

lalu lintas yang menyebabkan kematian dilaksanakan. Ketidakjelasan 

ini menunjukkan perlunya pengaturan lebih rinci dan eksplisit mengenai 

pengecualian penerapan RJ dalam kasus yang melibatkan unsur 

kelalaian. Hal ini penting untuk menghindari potensi multitafsir yang 

dapat menghambat penerapan prinsip keadilan restoratif. Dalam kasus 

kelalaian, terutama yang berujung pada kerugian serius seperti 

kematian, ketidakjelasan pengaturan ini dapat mempengaruhi kepastian 
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hukum bagi pelaku maupun hak korban untuk memperoleh keadilan 

yang proporsional. 

B. Saran 

Berdasarkan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh, 

maka penulis memberikan saran yakni perlu dilakukan revisi Peraturan 

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 untuk memperjelas kriteria dan 

mekanisme pengecualian penerapan restorative justice dalam tindak 

pidana yang dilakukan karena kelalaian sehingga dapat memberikan 

kepastian hukum dan mencegah multitafsir Peraturan perundang-

undangan. 
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